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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
Karyawan Koperasi Syariah Khaeru Ummabh, bertempat tinggal di
Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.
melawan
Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.llI Tehnik
Arsitek, pekerjaan Karyawan PD. Utama Sultra, bertempat tinggal di
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 3, Kelurahan Baruga, Kecamatan

Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang.
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,
Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 07 Maret 2014 dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor
XXIXXIXXIXxxx, tanggal 14 Februari 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun
bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih
untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di kota Kendari di
rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai

akhirnya berpisah tempat tinggal.
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3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan.

4. Bahwa sejak tanggal 22 November 2011 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan
terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali
disebabkan:

a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin sejak tahun

2011 sampai sekarang.

b. Belum dikaruniai anak.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2011, Penggugat
dengan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, yang mengakibatkan
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kendari c.qg majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
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persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas

panggilan tanggal 19 Maret 2014, dan tanggal 02 April 2014, telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor
Xxxxdxxxx, tanggal 14 Februari 2004 , yang telah dimeterai cukup,dan
distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2
(dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-
masing vyaitu :

1. saksi pertama, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Karmila dalam
hubungan sebagai kemanakan saksi, sedang saksi mengenal Tergugat
bernama Suparman, suami Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun
bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal
di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, sampai
pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan
Tergugat waktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal

menikah rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak
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rukun lagi, sejak tahun 2011 karena sering berselisin dan bertengkar
disebabkan Tergugat tidak sanggup memberi nafkah lahir dan batin.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan
Tergugat bertengkar, tapi saksi pernah mendengar Penggugat dengan
Tergugat ribut, bertengkar dalam kamar sampai kedengaran keluar, dan
saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut waktu tinggal di
rumah orang tua Penggugat, saksi mendengar Tergugat disuruh oleh
Penggugat untuk berobat, tetapi Tergugat tidak mau.

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal, karena setelah kejadian pada tanggal 22 Desember 2011,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat
tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi
nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mila Karmila, karena
Penggugat teman kerja saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama
Suparman,suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, sampai Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tapi belum dikaruniai anak.

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah  Penggugat dengan
Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun
sekarang tidak rukun lagi , karena sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun
pada tahun 2011.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat
bertengkar, tetapi setiap sudah bertengkar, Penggugat mengeluh kepada
saksi, dan menceritakan bahwa Tergugat marah kalau disarankan untuk
berobat ke dokter.

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
setelah terjadi pertengkaran pada Desember 2011, kurang lebih 2 (dua)
tahun.
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- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak
ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah
kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan
kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan
dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak hadir, sedang ketidak hadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah
dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu
dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar
majelis hakim menjatuhkan talak satu ba’'in shugra Tergugat atas diri
Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak
memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sering marah-marah jika
disarankan untuk berobat, akhirnya pada Desember 2011 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang
lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan
lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir,

maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat,
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sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil
yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan
tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut
perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada
Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil
gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi
kutipan akta nikah nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 14 Februari 2004, yang telah
dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat
bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil
dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum
perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai
dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang
saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, keduanya
memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian,
pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat
suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga meskipun belum
dikaruniai anak, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi
nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sering marah jika disuruh berobat
oleh Penggugat, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah  melihat
Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pertama pernah
mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar waktu Tergugat
disarankan berobat, bahkan saksi kedua Penggugat tersebut sering
mendengar keluhan Penggugat setiap sudah bertengkar dengan Tergugat,
serta kedua saksi mengetahui bahwa sejak Desember 2011 Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua)
tahun dan tidak saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan
Penggugat dengan tidak memberi nafkah, meskipun  pihak keluarga
Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan

kembali tetapi tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah
terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin,
sering marah kalau disarankan berobat oleh Penggugat, akhirnya
Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang
mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa
saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat
tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan
Tergugat tidak pernah datang menghadap, hal ini membuktikan Tergugat
telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah
tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, menunjukkan bahwa
antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis
yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b danf), sejalan dengan
Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf ( b danf).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang
tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan
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jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah
pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma
hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif  untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,
maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150
R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Quran Juz Il hal. 405 yang
berbunyi :

Aga Y s s iyl el ol e oSla 1 e (00
Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,

dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya
memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu
ba’in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-
nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja,
maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh
Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian
antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba’in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, serta perubahannya, maka Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan

pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang

Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-
undangan vyang berlaku, dan kaidah syariah yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga,
Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh.
Yusuf H.S.,S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. ,
dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan
dibantu oleh  H. Basir Ahmad, S.H.,, M.H., selaku panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd Ttd
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Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.
Ttd
Drs. M. Darwis Salam, S.H. Panitera Pengganti
Ttd

H. Basir Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag
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